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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2014

UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT, DAN
JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
37, Pasal 39 ayat (3) Pasal 40 ayat (4), Pasal
41 ayat (3),dan Pasal 42 ayat (6) Peraturan
Pemerifitah- Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Peldyanan Darah, perlu menetapkan Peraturan
Mentéri Kesehatan tentang Unit Transfusi
Darah; Bank Darah Rumah Salit, dan Jejaring
Pelayanan Transfusi Darah dengan Peraturan
Menteri;

1

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua . ..



Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesechatan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomaor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Tahum 2009 Nomor 153, Tambahsn
Lembaran Negara Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1996 tentang  Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007  tentang  Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota

[Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4737);

7. Peraturan . . .



Menetapkan
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun

2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2011
Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5197);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomer
1144/Menkes/Per/Vill/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesechatan (Berita Negara Republik
Indonesia <Tahtin 2010 Nomor 585)
sebagaimana  telah diubah  dengan
Peraturan “Menteri Kesehatan Nomor 35
Tahun', 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 288);

MEMUTUSKAN

:\ PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT
TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH
SAKIT, DAN JEJARING PELAYANAN DARAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan ...
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Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang
memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan
tujuan kemanusiaan dan tidak untulk tujuan komersial,

pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian
darah kepada pasien untulk tujuay penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan.

adalah organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya
di  hidang kepalangmerahan~ berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Unit Transfusi Dérah, yang selanjutnya disingkat UTD,
adalah fasilitas pelayanan kesehatan vang
menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan
pendistribusian darah.

Bank DParah’ Rumah Sakit, yang selanjutnya disinglkat
BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang
bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi
yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup
untuk'mendukung pelayanan kesehatan di rumah salkit dan
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,

Pendonor Darah adalah Orang yang menyumbangkan darah

atau  komponennya kepada pasien untuk tujuan
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan,

Direktur Jenderal adalah Direktus Jenderal pada
Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang pembinaan Sarana Kesehatan.

8. Pemerintah . . |
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(1)

(2)

(3)
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Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Menteri adalah Menteri yang’ menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

AB 11
uTD
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

UTD hafiya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, atau PML

UTD yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit pelaksana
teknis atau unit pelayanan di rumah sakit milik
Pemerintah.

UTD vang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk
lembaga teknis daerah, Unit pelaksana teknis daerah,

atau unit pelayanan di rumah sakit milik pemerintah
daerah.

Bagian Kedua . . .
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(2)

(1)

12

(3)
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Bagian Kedua
Jenis UTD

Pasal 3
Berdasarkan tingkatannya, UTD terdiri atas UTD:
a. tingkat nasional;
b. tingkat provinsi; dan
c. tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan kemampuan pelayanan;” UTD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kelas utama;

b. kelas madya; dan

c. kelns pratama.

Pasal 4

UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a harus memililki kemampuan pelayanan
kelas dtama.

UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
begumiah 1 (satu) di Indonesia dan ditetapkan oleh
Menteri.

UTD tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

@. menyusun perencanaan kebutuhan darah;

b. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor
darah;

c. melakukan penyediaan darah dan komponen darah;

d. melakukan pendistribusian darah;

e. melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau
kejadian ikutan akibat transfusi darah;

f. melakukan . . .
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melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai;

melakukan pembinaan teknis dan  pemantauan

kualitas pelayanan darah di tingkat provinsi;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;

pusat rujukan nasional untuk pelayfinan transfusi

darah yang melayani rujukan pemériksaan, rujukan

pengetahuan, rujukan informasi dan data;

j. pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan
teknologi transfusi darah untuk penerapan yang sesual
dengan kebutuhan setempat,

k. koordinator sistem jejaring penyediaan darah dalam
merancang jejaring pelayanan transfusi darah lintas
wilayah dalam bentuk sistem informasi teknologi dan
bekerja sama.dengan® UTD negara-negara lain dan
lembaga swadaya masyarakat;

I koordinater pengumpulan plasma tingkat nasional;

m. melalukan penyediaan logistik; dan

n. penyediaan darah pendonor secara nasional.

g @

Pasal 5

(1) ‘Berdasarkan peraturan menteri ini UTD PMI Pusat Jakarta

12)

(3)

di tetapkan sebagai UTD tingkat nasional dengan kelas
utama.

Pemerintah dan PMI bertanggung jawab terhadap
pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada uTD
tingkat nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UTD
tingkat nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6. ..



(1)

(2)

(3)

Pasal 6

UTD tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b harus memiliki kemampuan pelayanan
paling rendah kelas madya.

UTD tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:

b.

menyusun perencanaan kebutuhan darah;

melakukan pengerahan dan pélestarian pendonor
darah;

melakukan penyediaan daral’dan komponen darah;
melakukan pendistribusian darh;

melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau
kejadian ikutan akibat transfusi darah;

melakukan pemuspahan darah yang tidak layak pakai;
menyediakan darah 'pendonor;

melakukan, pembinaan teknis dan pemantauan
kualitas pelayanan darah tingkat kabupaten /kota;
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;

puasat’ rujukan tingkat provinsi untuk pelayanan
transfusi darah yang melayani rujukan pemeriksaan,
rujukan pengetahuan, rujukan informasi dan data;
pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan
teknologi transfusi darah untuk penerapan yang sesuai
dengan kebutuhan setempat; dan

koordinator sistem jejaring penyediaan darah pada
provinsi atau wilayah binaan.

Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab terhadap
pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD
tingkat provinsi.

(4) Dalam. ..



(4)

(1)

(2)

(3)

11]
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Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) UTD tingkat provinas
pada provinsi yang sama, Gubernur menetapkan pembagian
wilayah binaan untuk setiap UTD dan jejaring Pelayanan
Transfusi Darah.

Pasal 7
UTD tingkat kabupaten/kota scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ memiliki kemampuan pelayanan
paling rendah kelas pratama.

UTD tingkat kabupaten/kota ‘sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) memilild tugas:

Aa. menyusun perencanaan kebutuhan darah;

b. melakukan ‘pefiperahan dan pelestarinn pendonor
darah;

¢. melskulan penyediaan darah dan komponen darah,

d. melakukan pendistribusian darah; -

e. ~ melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi atau
Kejadian ikutan akibat transfusi darah; dan

f.  wmélakukan pemusnahan darah yang tidak layak
pakai.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab

terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah

pada UTD tingkat kabupaten /kota.

Pasal 8

UTD dengan kelas utama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki kemampuan
pelayanan:

n. melakukan - . -



(2)
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melakukan wji saring darah terhadap Infeksi Menular
Lewat Transfusi Darsh (IMLTD) dengan metode Nucleic
Acid Amplification Technology [NAT), Chemiluminescence
Immuno Assay [ChLIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay (ELISA), Rapid Test, dan slide test malaria untuk
daerah endemis:; :

melakukan uji kontaminasi bakteri:

melakukan uji g-nlnngnn darah ABO dan rhesus, uji
silang serasi, serta skrining dan identifikasi antibodi
dengan metode otomatik/slide/ tabung/gel;

berfungsi sebagai nlJ:]ulcan ufi saring darah terhadap
Infeksi Menular Lewat T¥ansfusi Darah (IMLTD), kasus
serologi golongan ddrah dan kasus reaksi transfusi
darah secara'laboratoris:

mengolah !!Eitmmg-i%umugnjm 80% dari Whole Blood
menjadi komponen dirah; dan

mémproduksi jenis komponen darah Whole Blood,
Packed Red Cell, Thrombocyte Concetrate, Fresh Frozen
Plasmin, dan Cryoprecipitate tanpa atau dengan
letikodepleted. &

UTD dengan kelas madya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memiliki kemampuan

pelayanan:
a. melakukan uji saring darah terhadap Infeksi Menular

Lewat Transfusi © Darah  (IMLTD) dengan
Chemiluminescence Immuno Assay (ChLIA)/Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Rapid Test, dan
slide test malaria untuk daerah endemis;

b. melakukan ...



d.
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melakukan uji golongan darah ABO dan rhesus, sertn
uji silang serasi dengan metode slide/tabung/gel;

mengolah sekurang-kurangnya 50% dari Whole Blood
menjadi komponen darah; dan

memproduksi jenis komponen darah Whole Blood,
Packed Red Cell, dan Thrombocyte Concetrate,

(3) UTD dengan kelas pratama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ paling sedikit memiliki kemampuan
pelayanan:

.

melakukan uji saring darali dengan metode rapid test
dan slide test malaria untitk daerah endemis;

melakukan (ji'gelongan darah ABO dan Rhesus, serta
uji silangSerasi dengan metode slide/tabung/gel;

mengolah Whele Blood menjadi komponen darah atas
permintaan klinisi; dan

‘memproduksi jenis komponen darah Whole Hiood dan

Packed Red Cell.

Bagian Ketiga
Pengprganisasian UTD

Pasal 9

[1) Struktur organisasi UTD paling sedikit terdiri atas:

a.
b.

C.

kepala UTD,

penangegung jawab teknis pelayanan;
penanggung jawab administrasi; dan
penanggung jawab mutu,

(2) Kepala UTD - -~



(2)

(3)

(4)

(3)

Kepala UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja UTD;
b. menentukan pola dan tata cara kerja;

€. memimpin pelaksanaan kegiatan tekdis UTD;

d

melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
kegiatan UTD; dan

e. melakukan koordinasi telmis dengan lintas sektor.

Penanggung jawab teknis pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja UTD;
b. melaksanakan pela dan tata cara kerja pelayanan darah;

c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
kegiatan pelayanan darah; dan

d. melakukan keordinasi teknis pelayanan.

Penanggung, jawab administrasi sebagaimana dimaksud
patla ayat (1) huruf ¢ memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. melaksanakan kegiatan teknis administrasi;

b. melaksanakan fungsi koordinasi; dan

c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
administrasi.

penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab ;

a. melaksanakan kebijakan teknis dan rencana kerja
pengendalian mutu;

b. melaksanalkan pola dan tata cara kerja;

c. melaksanakan ...



(1)

(2)

(3)
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c. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian
mutudan evaluasi kegiatan mutu; dan

d. melakukan koordinasi teknis pengendalian mutu.

Pasal 10
Kepala UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a memilild lkualifilkasi:
a. latar belakang pendidikan dolkter;

b. memiliki sertifikat pelatihan teknis dan manajemen di
bidang pelayanan darah;'dan

c. bersedia bekerja purna waktu di UTD.

Penanggung jawab teknis\pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9.ayat (1) huruf b memiliki persyaratan :

a. tenaga’ kegehatan dengan pendidikan paling rendah
diploma;

b. »bersedia bekeria purmna waktu di UTD; dan

ey smemiliki kompetesi di bidang pelayanan darah
bérdasarkan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen
pelayanan darah.

Penanggung jawab administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1] huruf ¢ harus memenuhi
persyaratan:

a. paling rendah pendidikan diploma; dan

b. bersedia bekerja purna waktu di UTD.

Penanggung jawab muti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) hurul d memilili persyaratan;



CaTE i mE LF iR
T 1IN T A

-15-

a. tenaga teknisi transfusi darah atau tenaga ahli teknologi
laboratorium medik yang memiliki sertifikat pelatihan
teknis pengendalian mutu dalam Pelayanan Darah;

b. bersedin bekerja puma waktu di UTD; dan

c. memiliki kompetensi di bidang pé€layanan darah
berdasarkan sertifikat pelatihan teknis dan.manajemen
pelayanan darah,

Pasal 11
Penanggung jawab admistrasi, pehanggung jawab teknis dan
penanggung jawab mutu sebaggimana dimaksud dalam Pasal 9
dalam menjalankan tugasnya berada di bawah pengawasan
kepala UTD.

Bagian Keempat
Persyaratan UTD

Pasal 12
UTD hafuswnemeénuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana dan
prasarana, peralatan, serta ketenagaan,

Pasal 13

Lokasi UTD harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
(1) Bangunan UTD harus memperhatikan fungsi, keamanan,
kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan
serta perlindungan dan keselamatan,

(2) Hangunan ...



(2) Bangunan UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit terdiri atas :

ruang administrasi;

ruang pelayanan pendonor;

ruang laboratorium;

ruang penyimpanan darah;

ruang distribusi;

ruang pertemuan; dan

kamar mandi/WC.

(3) Jumlah serta luas dari fuang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

e pe PP

Pasal 15
(1) UTD harus mémiliki sarana dan prasarana yang memadai
sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

(2) Saranasdan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
harus. dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan
baik.

Pasal 16
UTD harus memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan
kemampuan pelayanan UTD.

Pasal 17
Ketenagaan di UTD terdiri atas:

a. staf medis;
b. tenaga pelaksana teknis;
c. pelaksana administrasi/keuangan; dan

d, tenaga .+



d. tenaga penunjang,

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 18

Staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a
memiliki kualifikasi: '

latar  belakang pendidikan doktér dan telah
mendapatkan pelatihan di bidang transfusi darah; dan

keterampilan dalam bidang organisasi, manajemen dan
teknis pelayanan darah.

Tenaga pelaksana teknis (sebdgaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf b memililé kualifilkasi:

a.

Teknisi transfusi darsh dengan mempunyai latar
belakang pendidikan  minimal Diploma Teknologi
Transfusi Darah;

tenaga dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga
Ahli . 'Kesehatan yang mempunyai  sertifikat
pengetaluan dan keterampilan tentang pengolahan,
penyimpanan, disitribusi darah, dengan lingkup
pekerjaan pada laboratorium uji saring infeksi di UTD;
dan/atau

tenaga dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga
Keperawatan untuk lingkup pekerjaan pada rekrutmen
pendonor, seleksi pendonor, dan pengambilan darah.

Pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 buruf c harus mempunyai keterampilan dalam
manajemen data, pencatatan dan pelaporan.

Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf d meliputi tenaga humas, tenaga teknologi informasi,

sopir, dan/atau pekarya.

Pasal 19 .
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Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan UTD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Menten ini.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
12)

(3)

Bagian Kelima
Perizinan UTD

Setiap penyelenggaraan UTD harts memiliki izin.
lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin

yang diberikan kepada penyelenggara UTD untuk
memberikan Pelayanan Darah.

lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
jangka waktu & (lima) tahun dan dapat diperpanjang
kembali selama memenuhi persyaratan.

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan
p_a.Hng lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya izin
UTD berakhir.

Pasal 21
lzin UTD tingkat nasional diberikan oleh Menteri.

lzin UTD tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur.

lzin UTD tingkat kabupaten/kota diberikan oleb
Bupati/Walikota.

Pasal 22 ...
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Pasal 22

(1) Untuk memperoleh izin, penyelenggara UTD mengajukan

(2)

(3)

(4)

permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin
dengan melampirkan dokumen:

a. profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan,
rencana strategl, dan struktur organisas:;

b. denah lokasi dengan situasi sekitariya dan denah
bangunan yang diusulkan;

€. surat pernyataan bersedia " mengikuti program
pemantapan mutu ekstefnal dengan menggunakan
contoh scbagaimana tereantum dalam formulir 6
terlampir; dan

d. isian formulir self assessment sesuai klasifikasi UTD

yang diinginkan yang meliputi bangunan, sarana dan
prasarana, péeralatan, sumber daya manusia, dan

kemampuan pelayanan dengan menggunakan contoh
scbagaimana teréantum dalam formulir 7 sampai
dengan formulir 10 terlampir;
Pemberi izin harus menerbitkan bukti penerimaan berkas
permohonan yang telah lengkap atau memberikan
infarmasi/ apabila berkas permohonan belum lengkap

kepada penyelenggara UTD yang mengajukan permohonan.

Terhadap berkas permohonan izin UTD tingkat provinsi
yvang telah lengkap, Gubernur menugaskan pejabat yang
berwenang di bidang kesehatan di tingkat provinsi untuk
membentuk tim penilai yang terdiri atas unsur Komite
Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Balai Pengawas
Obat dan Makanan, dinas kesehatan provinsi, dan UTD
tingkat nasional,

Terhadap berkas permohonan izin UTD tingkat,
kabupaten/kota yang telah lengkap, Bupati/Walikota

menugaskan ., .



(5)

(6)

(M)

(8)

(1)

(2]

menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan
di tingkat kabupaten/kota untuk membentuk tim penils
yang terdiri atas unsur dinas kesehatan prm'inai. 'dfnﬂﬁ
kesehatan kabupaten/kota, Balai Pengawas Obat dan
Makanan, dan UTD tingkat provinsi sesusi wilayah binaan,

Tim penilai sebagaimana dimaksud pada avat (3] dan ayat
(4) harus menyampaikan laporan hasil penilaian kepada
pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat
provinsi atau kabupaten/kota,

Berdasarkan laporan < hagil _ penilaian  scbagaimana
dimaksud pada ayat (5), pejabdt yang berwenang di bidang
kesehatan di tingkat “provinsi atau kabupaten/kota
menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan
permohonan® fzin UTD kepada Gubernur atau
Bupati/Walikoeta.

Dalam ‘hal ‘permohonan izin diterima, pemberi izin
menerbitkan izin UTD berupa surat keputusan dan
gertifikat yang memuat kelas UTD dan jangka waktu
berlaktinya izin.

Dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin harus
memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara
tertulis kepada pemohon.

Pasal 23
Setiap UTD yang telah memiliki izin dapat mengajukan
permohonan perubahan izin.

Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan jika terjadi perubahan:

a. kepemilikan;

b. alamat .-
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b. alamat:
c. kelas UTD; dan/atau

d. nama rumah sakit bagi UTD yang diselenggarakan oleh
rumah sakit.

Pasal 24
Ketentuan mengenai tata cara proses pengajuan, penerimaan,
penerbitan, dan penoclakan izin sebageimana dimaksud dalam
Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara

proses pengajuan, penerimanan, penerbitan, dan penolakan atas
permohonan perpanjangan dan perubahan izin.

Pasal 25
(1) Dalam memberikan dzin UTD, Menteri, Gubernur, dan
Bupati/Walikota hams mempertimbangkan kebutuhan
darah _dan . potensi pendonor darah di wilayah vang

bersanglutan.

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melaporkan setiap pemberian izin UTD
kepada Menteri.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan UTD

Pasal 26
Penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah di UTD meliputi
kegiatan:
a. rekrutmen pendonor;
b. seleksi pendonor;

c. pengambilan . ..
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Pasal27
Rekrutmen pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf a terdiri atas:

a. Pengerahan péndonor; dan
b. Pelestarian‘péndonor darah sukarela,

Pengerahan pendonor sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a‘merupaktan kegiatan memotivasi, mengumpulkan
dan mengerahkan masyarakat dari kelompok risiko rendah
agar bersedin menjadi pendonor darah sukarela.

Pelestarian pendonor darah sukarela sebagaimana
dimgksud ayat (1) huruf b merupakan upaya yang
dilakukan untuk mempertahankan pendonor darah
sukarela untuk dapat melakukan donor darah secara
berkesinambungan dan teratur selama hidupnya.

Pasal 28
Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b bertujuan untuk mendapatkan pendonor potensial
risiko rendah terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi
Darah (IMLTD) demi menjamin kesehatan dan keselamatan
pendonar, resipien, dan petugas.

(2) Seleksi - - -



(2]

(1)

12)

(3)

(4)

(3)

(6)

(1]
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Seleksi pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan riwayat kesehatan pendonor dan
pemeriksaan kesehatan.

Pasal 29
Pengambilan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf ¢ harus memperhatikan keselamdtan pendonor
darah, terutama terkait jumlah darah yang diambil dan
jangka walktu pengambilan darah.
Pengambilan darah pendonor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada pentlongr vang telah lolos seleksi.

Pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan pada lokasi yang menetap (fived site) atau
berpindah-pindah (mokile site).

Lokasi pengambilan .darah yang menetap (fixed site)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di
gedung UTDratau bangunan lainnya.

Lokasi péngambilan darah berpindah-pindah (mobile site)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di
dalamkendaraan (mobil pendonor] atau tempat umum yang
memenuhi persyaratan.

Pengambilan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus terdokumentasi dengan baik.

Pasal 30
Pengamanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf d harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan
pasien dan mencegah penularan penyakit akibat transfusi
darah.

(2) Pengamanan . ..
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13)
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Pengamanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1
harus dilakukan dengan cara pemeriksaan serologi
terhadap semua darah sebelum ditransfusikan.

Pemeriksaan serologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit meliputi:

a. uji saring darah pendonor terhadap Infeksi Menular
Lewat Transfusi Darah (IMLTD); dan

b. uji konfirmasi golongan darsh.

Pasal 31
Pengolahan darsh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf e diutamakan untuk menyinpkan darah yang aman
dan siap pakéiiuntuk transfusi atau pengolahan lain
menjadi komponen darah sesuai dengan kebutuhan
transfusi,

Pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tindokan memisahkan darah lengkap
[Whole Blood/WB) dengan prosedur tertentu menjadi
komponen darsh yang siap pakai seperti darah merah pekat
(Packed Red Cell/PRC), buffy coat, konsentrat trombosit

(Thrombocyte Concentrate/TC), plasma cair, dan plasma
segar beku (Fresh Frozen Plasma |FFP),

Pasal 32

Penyimpanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf { harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, baik
suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain
untuk terpeliharanya mutu darah.

Pasal 33 ...
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(2)
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Pasal 33
Pendistribusian darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf g merupakan kegiatan penyampaian darah dari
UTD ke rumah sakit melalui BDRS dengan sistem distribusi
tertutup dan sistem rantai dingin.

Sistem distribusi tertutup sebagaimand dimaksud pada
ayat (1) merupakan sistem pendistribusian darah yang
harus dilakukan oleh petugas UTD dan petugas rumah
sakit tanpa melibatkan keluarga pasien.

Sistem rantai dingin sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
merupakan sistem penyimpanan dan distribusi darah dan
produk darah dalam suhu“dan kondisi yang tepat dari
tempat pengambilan darah pendonor sampai darah
ditansfusikan ke pasien.

Pasal 34

Pemusnahan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf b dilaltukan terhadap darah yang tidak memenuhi
persyaratan dan standar.

Pemusnahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh UTD atau bekerja sama dengan fasilitas
pelayanan kesehatan lain yang memiliki sarana pengolahan
limbah.

Bagian Ketujuh
Pencatatan dan Pelaporan UTD

Pasal 35
Setiap UTD wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan UTD.

(2) Pelaporan ...
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(2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan dan
laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(3] Laporan tshunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dibuat oleh setiap UTD dan dilaporkan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal.

(4) Laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dan dilaporkan:
a. UTD tingkat nasional kepada Menteri; dan

b. UTD tingkat proginsi dan’ tingkat kabupaten/kota
kepada UTD pembinafya dan dinas keschatan
setempat sestiai tingkatan UTD.

(5) Pencatatan ddn“pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menggunakan formulir 1, formulir 2, dan formulir

3 terlampir.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan UTD

Pasal 36

Penyelenggaraan pelayanan darah merupakan kegiatan yang
bersifat nirlaba.

Pasal 37
(1) Dalam rangka kesinambungan Pelayanan Darah serta
untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen
darah yang berkualitas, UTD dapat memungut biaya
pengganti pengolahan darah,

(2) Biaya ..




2)

3)

(1)

2)

(3]

(4)

Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan semua biaya yang digunakan
dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau
komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah
cukup, dan tersedia setinp saat dibutuhkan ynng
diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.

Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mempertimbangkan asas keadilan dan
kepatutan serta kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 38

Biaya penggantian pengolahan darah di UTD sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal\, 37 meliputi komponen biaya
penyelenggaraan/pelayanan transfusi darah dan komponen
biaya operasional.

Komponen biava penyelenggarnan pelayanan transfusi
darah _sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
imbalan/vang diterima oleh UTD atas biaya bahan non
meglis ‘dan bahanfalat kesehatan habis pakai yang
digunakan  langsung  dalam  rangka  kegiatan
penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26.

Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas
biaya utilities, biaya sumber daya manusia, transportasi,
makan minum pendonor, penghargaan pendonor, bahan
cetak, dan biaya investasi.

Penetapan besaran biaya penyelenggaraan pengolahan
darah sebagaimana dimaksud pada avat (1] harus

memperhitungkan . ..
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memperhitungkan subsidi dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 39

Biaya pengganti pengolahan darah ditetapkan dengan:

a.

b.

(1)
(2)

(1)

Keputusan Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari
Komite Pelayanan Darah bagi UTD tingkat nasional;

Keputusan Gubernur berdasarkan usulan dari dinas
kesehatan provinsi bagi UTD tingkat provinsi; dan

Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan dat'i_l:h'nnu
kesehatan  kabupaten/keta o~ bagi UTD  tingkat
kabupaten /kota.

BAB I11
BDRS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40
Setiap rumah sakit wajib memiliki BDRS.

Dalam hal rumah sakit telah memiliki izin
penyelenggaraan UTD, pelayanan darah yang dilalukan
BDRS harus merupakan pelayanan yang terintegrasi
dengan pelayanan UTD,

Pasal 41
BDRS mempunyai tugas:
a. menerima darah yang sudah di uji saring oleh UTD;
b. menyimpan darah dan memantau persediaan darah;

c. melakukan ...
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(1)

12)
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€. melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah
pasien;
d. melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang

serasi dan golongan darah ABO/rhesus ke UTD secara
berjenjang;

e. menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah
sakit;

{. melacak penycbab reaksi tramsfusi ‘atau kejadian
ilkeutan akibat transfusi darah yang dilaporkan dokter
rumah sakit; dan

g. mengembalikan darah vang tidak layak pakai ke UTD
untuk dimusnahkan,

Dalam hal BDRS belum mampu melakukan tugas

sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) hurufl ¢ dan huruf f,

BDRS dapat melakukan kerja sama dengan BDRS lain atau

merujuk ke UTD wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyelenggarann BDRS

Pasal 42

BDRS merupakan unit pelayanan yang ditetapkan oleh
kepala/direktur rumah sakit dan dapat menjadi bagian dari
laboratorium medik di rumah salit,

BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memasang papan nama sehagai petunjuk pelayanan darah
yang diberikannya.

Paszal 43 . .,



MICH FER R iniat e
T FLIL Y IR

.30 -

Pasal 43
(1) BDRS harus melakukan perencanaan kebutuhan darah di
rumah sakit setiap tahun.

(2) Perencanaan kebutuhan darah sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) harus dilaporkan kepada UTD di wilayahnya.

Pasal 44
BDRS dan laboraterium di rumahssakit dilarang melakukan
pemeriksaan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
(IMLTD) ulang pada darah pendonor.

Bagian Ketiga
Persyaratan BDRS

Pasal 45
(1) BDRS Harug memenuhi persyaratan bangunan, sarana dan
(2) Persyaratan bangunan, sarana dan prasarana, peralatan,
dan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tepefintum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pengorganisasian BDRS

Pasal 46
(1) Organisasi BDRS terdiri dari -

a. penanggung jawab BDRS;
b. staf medis;

¢, pelaksana . -
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¢. pelaksana teknis; dan
d. tenaga administrasi; dan

e. tenaga penunjang lain antara lain tenaga humas,
tenaga teknologi informasi, sopir, dan/atau pekarya
sesual kebutuhan.

Penanggung jawab BDRS schagn.tmm dimaksud pada ayat
(1] huruf a dapat merangkap sebagai stal medis.

Pasal 47
Penanggung jawab BDRS gebagaimina dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) huruf a memiliki‘kualifikasi paling rendah
pendidikan dokter dengan. serfifikat pelatihan teknis dan
manajemen Pelayanan Transfusi Darah.

Tugas dan tapggung jawab penanggung jawab BDRS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun reneana kerja BDRS;
b. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis BDRS;

c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi
kegiatan BDRS; dan

d. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan
pemantapan mutu.

Pasal 48

Staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf
b memilild kualifikasi paling rendah pendidikan dokter dan telah
mendapatkan pelatihan di  bidang transfusi darah dan
mempunyai keterampilan dalam bidang teknis dan manajerial
pengelolaan Pelayanan Darah di BDRS,

Pasal 49 . ..



Pasal 49

Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
huruf ¢ memiliki kualifikasi paling rendan :

a.
b.

teknisi transfusi darah; dan/atau

tenaga lain dengan latar belakang pendidikan Dlplama‘nglf
Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang mempunyai
sertifikat  pengetahuan dan keterampilan  tentang
pengolahan, penyimpanan, distribusi darah dengan lmglmr_!
pekerjaan  pada laboratorfumos uji  saring  serologi
pratransfusi.

Pasal 50

Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(1) huruf d paling.rendah’ mempunyai keterampilan dalam
manajemen data] peneatatan dan pelaporan.

()

(2)

(3)

Bagian Kelima
Pencatatan dan Pelaporan BDRS

Pasal 51
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1), BDRS wajib melakukan pencatatan dan
pelaporan  secara  berkala setiap bulan  kepada
kepala/direktur rumah sakit dan UTD kerja samanya.

Pencatatan dan pelaporan RS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mencakup seluruh lkegiatan dalam

penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah di rumah
sakit.

Pencatatan kegiatan BDRS paling sedikit meliputi :

a. permintaan darah ke UTD;

b. penerimaan . . -
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penerimaan darah dari UTD;

Permintaan darah darj dokter di rumah salkit:

hasil pemeriksaan Wji pra transfusi;

distribusi /pengeluaran darah;

reaksi transfusi; dan '

pengembalian darah ke UTD,

Pelaporan kegiatan BDRS paling sedilit meliputi:

8. persediaan darah:

Pelayanan Darah yang meliputi jumlah permintaan,

Jjumlah darah yang diberikag, jenis darah,
pengembalian darah'serta alasannya; dan

c. reaksi transfusi

Pelaporan kegiatan BORS sebgaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan dengan menggunakan formulir 3 terlampir.

® -0 A0 O

Bagian Keenam
Pembiayaan BDRS

Pasal 52
Biaya penggantian pengolahan darah di BDRS merupakan
biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas
penyelenggaraan kegiatan pengolahan darah dari UTD dan
biaya penyelenggaraan pelayanan darah di BDRS dan
ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit,

Biaya penggantian pengolahan darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari biaya penggantian pengolahan darsh

perkantong . . .
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perkantong dari UTD yang memiliki kemampuan pelayanan
dengan metode konvensional.

Pelayanan dengan metode konvensional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan pengolahan  darah
lengkap menjadi komponen darah berupa sel darah merah
pekat, plasma segar beku, plasmd cair, dan thrombosit
pekat, serta uji saring menggunakan rapid test, dan
Chemiluminescence Immuno ASsay (ChLIA)/ Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay (ELISA).

Pasal 53
Biaya penggantian \pengelahan darah di BDRS meliputi

komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi
darah di rumah sakit dan komponen biaya operasional.

Komponefi binya’ penyelenggaraan pelayanan transfusi
darah di rumah’ sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan imbalan yang diterima oleh BDRS atas biaya
bahan mon medis dan bahan/alat kesehatan habis pakal
yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Darah.

Kemponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BDRS atas

biaya utilities, biaya sumber daya manusia, transportasi,
bahan cetak, dan biaya investasi,

BAB IV
JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
Pasal 54
Untuk menjamin ketersediaan darah, mutu, keamanaf,

sistem informasi pendonor darah, akses, rujukan den

efisiensl - -
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efisiensi Pelayanan Darah dibentul jejaring Pelayanan
Transfusi Darah.

Jejaring  Pelayanan Transfusi Darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah dan sarana
komunikasi aktif antar UTD, BDRS, dan dinas kesehatan
dalam pelayanan transfusi darah.

Jejaring  Pelayanan Transfusi _Darah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk begjenjang dari tingkat
nasional, provinsi dan kabupatén [kota,

Jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat nasional
sebagaimana dimanksud pada Vayat (3) dibentuk oleh
Menter,

Jejaring Pelayapan, Transfusi Darah tingkat provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk aleh
Gubernur.

Jejaring” . Pelayanan  Transfusi Darah tinglat
kabupaten fkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibentdk oleh Bupati/Walikota,

Pembentukan jejaring Pelayanan Transfusi Darah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh
sistem informasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 55
Setiap UTD dan BDRS harus terdaftar dalam jejaring
Pelayanan Transfusi Darah.

UTD tingkat provinsi berkoordinasi dengan UTD tingkat
kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi setempat
dalam jejaring Pelayanan Darah tingkat provinsi serta

merupakan ...
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merupakan bagian dari jejaring Pelayanan Transfusi Darah
UTD tingkat nasional.

(3] UTD tingkat kabupaten/kota berkoordinasi dengan BDRg
dan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dalam
jejaring Pelayanan Darah tingkat kabupaten/kota serrs
merupakan bagian dari jejaring Pelayanan Transfusi Darah
tingkat provinsi.

Pasal 56
(1) Sebagai bagian dari jejaring Pelayanan Transfusi Darah,
UTD sebagai penyedia darah dan BDRS sebagai pengguna
darah aman harus melakukan perjanjian kerja sama.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
paling sedikit berisi ‘pemenuhan kebutuhan darah rumah
sakit, pengémbalian darah yang tidnk terpakai dan
kadaluarsa, dan kondisi khusus dalam hal UTD tidak
dapat memenuhi kebutuhan darah rumah sakit.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
harus diberitahukan kepada dinas kesehatan
kabupaten /kota setempat.

Pasal 57
(1) Bimbingan teknis Pelayanan Transfusi Darah dilakukan
secara berjenjang dalam jejaring Pelayanan Transfusi
Darah.

(2) Bimbingan teknis Pelayanan Transfusi Darah sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) termasuk Pelayanan b .
melaluisistemn distribusi tertutup dan sistem rantai ding®

Pasal 58 - -

R
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Pazal 58

Penanggung jawab jejaring Pelayanan Transfusi Darah
terdiri atas:

a. Komite Pelayanan Darah, untuk tingkat nasional :

b. gubemur melalui kepala dinas kesehatan provinsi,
untuk tingkat provinsi; dan

¢. bupati/walikota melalui kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota, untuk tingkat kabupaten/kota.

Anggota jejaring Pelayanan/ Transfusi Darah tingkat

nasional meliputi dinas kedehatan provinsi, UTD tingkat

provinsi, Badan Pengawas Obat’ dan Makanan, BDRS,

unsur rumah sakit, \PMI, organisasi profesi, organisasi

kemasyarakatan dalam bidang pendo (3) Anggota .

Anggota jejaring Pelayanan Transmusi uvaran ungkat
provinsi melputi dinas kesehatan provinsi, dinas
kesehatan lkabupaten /kota, UTD, Balai POM, BDRS, unsur
rumah, ‘sakit, PMI, organisasi profesi, organisasi
kemasyarakatan dalam bidang pendonor darah.

Anggota, Jejaring Pelayanan Transfusi Darah tingkat
kabupaten/kota meliputi dinas kesehatan kabupaten /kota,
UTD, Balai POM, BDRS, unsur rumah sakit, PMI,

organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dalam
bidang pendonor darah.

Pasal 59
Kegiatan jejaring Pelayanan Transfusi Darah dilakukan
melaluai

a. pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali
setahun;

b, pembinaan . . .
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b, pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan jejaring;
dan

c. pengembangan sistem informasi ketersedinan darah.

Pembiayaan kegiatan jejaring Pelayanan Transfusi Darah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. Pemerintah/Pemerintah Daerah{ dan
b. sumber dana lain yang tidak meningkat

HABV
AUDIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN DARAH

Pasal 60
Setiap UTD, dan BDRS wajib dilakukan audit
penyelenggaraanPelayanan Darah.

Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana
dimakstid pada ayat (1) merupakan audit teknis Pelayanan
Darah,

Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan
evaluasi mutu Pelayanan Darah, mengetahui penerapan
standar Pelayanan Darah, dan acuan untuk melakukan
perbaikan standar Pelayanan Darah.

Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara
terbuka, transparan, tidak konfrontasional, tidak
menghakimi dan konfidensial.

(5) Audit .
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Audit penyelenggarnan Pelayanan Darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit internal
dan audit eksternal.

Pasal 61
Pelaksanaan audit internal pada UTD dan BDRS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ‘60 ayat (5) harus
dilakukan oleh petugas terkait yang mempunyai
kompetensi, pengetahuan dan keferampilan sesuai dengan
bidang pelayanan yang diaudit’
Audit internal sebagaimg@na dimfksud pada ayat (1)
berupa review, surveilance dan asesmen terhadap seluruh
rangkaian Pelayanan Darah yang diberikan,

Hasil audit internal dapat digunakan UTD dan BDRS
sebagai hasil evaluasi kerja organisasi.

Pasal 62

Audit’ intermal pada UTD meliputi audit terhadap mutu
kegiatan orekrutmen pendonor, seleksi pendonor,
pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan
darah, penyimpanan darah, wuji silang serasi,
pendistribusian darah dan pemusnahan darah.

Audit internal pada UTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh petugas bagian mutu disesuaikan
dengan tenaga yang ada.

Pelaksanaan audit internal pada UTD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilakukan secara berkala setiap 6
[enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada kepala UTD.

Pasal 63 . .,
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Pasal 63
Audit penyelenggaraan Pelayanan Darah pada HDRS
meliputi  audit terhadap mutu kegiatan Pelayanan
Transfusi Darah yang dilakukan oleh BDRS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41.

Audit internal pada BDRS sebagaimana s‘timnkm:'t:l pada
ayat (1) dilakukan oleh petugas BDORS yang ditunjuk oleh
penangung jawab BDRS.

Audit internal pada BDRS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terintegrasi defigap’ agdit medis yang dilakukan
rumah sakit,

Hasil audit internal, BDRS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaparkan. seeara berkala setiap 6 (enam) bulan
sekali kepata kepala/direktur rumah sakit.

Pasal 64
Audit “eksternal pada UTD dan BDRS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dilakukan oleh Komite
Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Badan
Pengawas Obat dan Makanan beserta unit pelaksana
teknis, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota,
dan UTD secara berjenjang.

Audit eksternal pada UTD dan BDRS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kall dalam setahun.

Penilaian audit eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan
fasilitas dan sarana, implementasi pemastian mutu
rekrutmen pendonor, seleksi pendonor, pengambilan

darah, ..
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darah, pengamanan darah, pengolahan  darah,
penyimpanan darah, uji silang serasi, pendistribusian
darah dan pemusnahan darnh serta menjadi bagian dari
tim pembinaan dan pengawasan di daerah.

Penilaian audit eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan dilakukan berdasarkan analisis risilo.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan
yang berhubungan dengan pelayanan darah dilakukan
oleh Pemerintall dan pemerintah daerah.

Pembinaan dan pengawasan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk:

a. piemastikan pemenuhan persyaratan fasilitas dan
sarfinasesuai standar yang berlaku;

b. -implementasi pemastian mutu;

c. ‘menyediakan darah yang aman untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan kesehatan;

d. memelihara dan meningkatkan mutu Pelayanan
Darah;

e. memudahkan akses memperoleh informasi
ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan
kesehatan; dan

f. meningkatkan kerja sama antara UTD dan BDRS.

(3) Pemerintah . ..
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Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkap
PMI dan organisasi profesi terkait untuk  melakukan
pembinaan dan pengawasan Pelayanan Darah.

Pasal 66
Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri
dibantu oleh Komite Pelayanan, Darah dan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
Pengawasan di tingkat provinsi dilakukan oleh dinas
kesehatan provinsi dan‘dan unit’ pelaksana teknis Badan
Pengawas Obat dan Makanan,
Pengawasan di  tingkat-kabupaten/kota dilakukan oleh
dinas  kesehatan  kabupaten/kota  dan  jejaring
kabupaten/kota dan wunit pelaksana teknis Badan
Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 67
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
berupa rekomedasi yang dilaporkan kepada Menteri,
Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam melakukan
pembinaan dan pemberian sanksi administratif.

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan Menterd, Gubernur, dan
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penundaan perpanjangan izin penyelenggaraan UTD:

d. pencabutan ..’
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d. pencabutan sementara izin penyelenggaraan UTD;

e. pencabutan izin penyelenggaraan UTD;

. penundaan perpanjangan izin operasional rumah
sakit;

g pencabutan sementara izin operasional rumah sakit;
dan fatau

h. pencabutan izin operasional Rumah Sakit.

BAB V11
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, UTD yang
telah melakikan penyelenggaraan Pelayanan Darah
sebelum  diundanpkannya  Peraturan  Menteri  ini,
dinyatakén,_ telash memiliki izin berdasarkan Peraturan
Mentéri ini.

(2) UTD dan/BDRS yang telah melakukan penyelenggaraan

Pelayanan Darah harus menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Peraturan Menter ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang

Upaya ...
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Upaya Keschatan di Bidang Transfusi Darah dicabut dag
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70
Pernturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar  setiap orang  mengetahuinya, ' memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini déngan penelapannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR
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V. PERSYARATAN BANGUNAN DAN PRASARANA BANK
DARAH RUMAH SAKIT
HO Jﬁmmﬁ- B o E_—_
T e L il e L
L. |Gedung Permanen
2. | Ventllasi 1/3 x luas lantai
Suhu 20-24* C (Guidelines for
Blood Center WHO 2010)
3. |Pencrangan [lampu) 5 watl/m?
4, | Air mengalir, bersih 50 L/ pekeria/han
5. | Daya listrik 1300 W
Jaminan supply listrik 24
jam dengan alat back up
[Genermtor)
6. | Taln Runng
o Ruangadministrosi
a. Loket permintaan Luns keseluruhan 20 m?
B. Loket penerimaan dan
pendistribusinn darah
c. Ruang petugas (ruang kepala,
runng stal)
o Ruang laboratorium
@ Laboratorium
b. Penyimpanan
7. | Fasilitas Pembuangan limbah Sesuni ketentuan
i, tempat peraturan perundang-
penampungan/pengolahan undangan tentang
sederhana limbah cair/padat kesehatan linghungan di
b. sistemn pembuangan limbah rumah sabiy.
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PERSYARATAN MINIMAL PERALATAN DAN BAHAN
HABIS PAKAI BANK DARAH RUMAH SAKIT

= TE T ' I” i

L i -F'i"-h'-

A. Peaylmpanan
1. Blood bank 100-280 L (tergantutig
leebutuhan)
2. Meshion! refrigerator
3. Flmielet agitator

4. Freeser dengan suhu penyimpanan
5-30°C (RS tipe A dan B

e dan Bahan Habls Pakal

semunl kebumihan

pemua kebutaban
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HERTE® KESEHATAM
SE MUl i sEOWE S A

o Hl.h‘.t.hun' 5 buah

o Gunting 2 buah

o Pipet Pasteur plastik 4 buah

@ Object glazs 3 bax

o Timer 2 buah

o Labu semprot 4 buah

© Baskom stuinless stesl i‘h“'h

o Jas laborstorium x jumiah
perugas

© Masker sekali palal 1 bax

©  Wadah infeksius 1 buah

o  Termometer pengultur subu untulk sesual kebutuhan

kalibrani alat rutin q

@ Desinfelctan boulit secultupnys

@  Desinfeltan peralatan secubcupnys

O  Sarung tangan sekali pakal sesual kebutuhan

o Nall0,9% seculupnys

1

2

3 ——

4 1 orang

5 | Tenaga penunjang lomng
MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDDNESIA,

NAFSIRH MBOI
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FORMULIE 4
Nomar - kit |
Hal . Permohonan lsin Penyelenggaraan UTD
Yth Bupati/ Walkots... . cwsesssssssssmcarer =

Dengan ini kaml sampaikan permohonan igin untuk  mendirikan  Unit
TnmduﬁnumhmqhnuﬂmwnmqhunﬁnpmhhimuiLmﬂm“mw“m_

kelenghapan .lrmld.ulpruunnl[lfn:lmuﬂrﬂ
;iﬂmmmﬂmuﬂrﬂ

e Jeelenghupan SOM [Formulis §)

d. kemampusn pelayanen (Formulie 10}

ﬂnﬂ&hmpﬁumthnhﬂﬂhﬂl&npmhnqpndqu:ﬁ-ﬂgm

ﬂ:ﬁquhlﬂmuIh-ﬂﬁnuhﬁﬁnﬂmm“m_.
3, Kepaln Dinas Kesehatan Kabupaten /Koth.....ccooeee
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Homor ]
Lampiran  : | [Satu) berkas
Hal + Permohonan lein Penyelenggaraan UTD

Yth Gubernur ......

mwwmﬂhﬂm{ﬂnmmmﬂ Unit
Transfusi Darah tingkat provinsi dengan llasifikasi ...

Nama 2 T censasssmisrniisiingi S T
Alamat : Jalan .......... S
Kelurahan .....cooevmnniens vrratffersing
Kecamatan ..........ccimmesnas W
Knhrpltlﬂflfﬂl. D rronen
Provinsd ..o R W S

mhw lengknp masing-masing rangkap satu -

!:Etmhhhddmwllmdﬂﬂlmwdmdnuhhnpnmm
usulkan
3. Surat pernyalann ) kesediasn menghkuti Program Pemantapan Mutu

{Formulir 6

. kelengknpan bangunan, sarana dan prasarana (Formulir 7)
b. kelenghapan peralatan (Formulir 8)

<. kelenglapanSOM [Formulir 9)

d. kemamplan pelayanan (Formulir 10)

Demikian,permohonan ini dibuat dengan harapan dapat disetujui,

*| Coret yang tidak periu
Tembusan kepada Yth:
1. Direltur Jenderal .. , Kementerian Keschntan R

2. Kepala Dinas I-Eu:hlun Provins...
3. Kepala Dinas Keschatan I':.l-'ﬂ'l.lpﬂlﬂ'l.,"ﬂl:lh_
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FORMULIR &

PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI
PROGRAM PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N "
m - srEEmITEEY rr._-l._‘-.r.-|l sEssEad RSt EERErEYY
Pemilik UTD .

FREeeegesepSeTR T PETT TR L e SR Ll
Alamat :

'] R s e TR TR R L R R b b bl —shmad

Dengan ind menyatakan bahwa :

Mutu Eksternal

Kepala UTD Yang membuat pernyataan,

Materai
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FORMULIR 7

BELF ARSESSMENT
DATA KELENGKAPAN BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA UTD

Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama 3 e Fe
Alamat :

B L T L

Nama : UTD... P o
”lm“ & P gt e
adaluh sebagal berilout
Ho Jenis Kelenghapan Heterangan
e s A A |
Pemohon
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SELF ASSESSMENT
DATA KELENGKAPAN PERALATAN UTD

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama
Alamat

L TRE S LR L hat oo ek

W e A B AR I ER I ETTE

Dengan ini menyatakan bahwa kelenglcapiin peralatan untuk :

Nama R 17 1 5 PRI s
Alammt

adalah sebagai berilut

| Ne Jenls Peralatan Jumiah HKeterangan |

© Pemohon
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SELF ASSESSMENT
HELENGHAPAN SUMBER DAYA MANUSIA UTD

Yung bertanda tangan di bawnh inj -

Alamat s il

Dengan ini menyatalan bahwa kelengkapan SDM untul's

adalah sebagni berikut :

Ko Juhlmh:rw Jumlah Keterangan

Pemohon



FORMULIR 10

SELF ASSESSMENT
KEMAMPUAN PELAYANAN UTD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Alamat b i

RS -E S

R e LR R Bl L e LT L LRl L b b

Dengan ini menyatakan bahwa kemampuan pelayanan untuk :
Namn LT 5 1 RO

adalah sebagni berikut ;

R YRS S e rrTaTET ETYEA R EAPETEY

Pemohan
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FORMULIR 11
KOP SURAT INSTANSI

et an L LT LT ErRra R RAEEAELEY

""" B R R R R E R REE R R RN AR LR R R R
EmamdEaE

BERITA ACARA PENINJAUAN UTD

Pada hari ini ..o GANEEAL ovvvonicisins ionlls peninjauan ke UTD
TR hudunrhnnmmgu T A NO de.siemiissenanee tADgEEAl
wasessrrssssssens (ElAD melakukan peméerikssan terhadap kelengkapan

i:u'ljrmtnnpermnhmmhh:h,

Nama il 15 1 2 S, W ey

Alamat 1 oA e, Wb, S
Hﬁl'm L N TR T T T T T e
xmnm ok EAEBA R R FR A bR ERT R ST

Enhlpntmftm .
3
2

L. NEMA ¢ o i oo

Panglmt:f... ... 00 ccieiinnies

J.hm; 15 L a bl o b P La p RS Rt L
H.EP : Wl EEE R P SRR R AR

:
Jabatan: .........

:

JABRIEIL: ..ooviiesssrsssorsnrnsiboss
NIP I .

Hasil pemeriksaan (rincian disesuaikan dengan persyamtan untuk klasifikasi
UTD yang bersangkutan }:
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bangunan, sarena dan

2 | Persyarsinn pernlntan

A |

Persyarutan SDM
Persyaraian

kemampuan
pelayanan

5 | Surnt pernyntnan
keeediaan mengikut
program pemaniapan
mutu

HESIMPULAN
Memenuhi persyaratan minimal®
Belum memenuhi persyuratan minimal®

Demildan Berita Acara ini kami buat sesungguhnys dengan penuh langgung
jmwab.

Berita acdra inl dibtist rangkap dua dan dikirimban kepada
1. Pémohen

2 Arnip

L T T




Temblusin kepada Yih :
1. Dirrkiir Jerdeml ... ,

Iﬁﬁnrlhdmulurﬂfmmm;m
1. Perataran Femeriniah Notor 7 Tahist 2011 tentang Pelaynnan
Draraby;

1. Peraturan Menter! Kesshatan Nomar .. Tahun 2014 tentang
mmh%ﬂmmm

MEMUTUSEAN

Keputusan inl berlain seluns UTD masth sseinkukan kegininn
pelayanan dan memenihi perayaraton yang ditotaplon selamas 5
(lirma) talaee.

san ini berialy  sejak  tanggal ditetapkan  dan
mt:ﬂbhuml apabila diemsidisn han  teroyels
terdapat kekelinuon

Diteteplon @ .
Biigpenti fWadideota oL :
NIP

Mernenizrinn Kesshatnn K
4 Kepals [inaa Prowinsl. ..
A Ezpaba Dirms Keselhiokan
B bipaben [ Knis .



FORMULIR 13

KOP KEPALA DAERAE PROVINSL..occonsrmisssasrrssesss
1 appu mlwd  E SE R SR
Jﬂm,. R A RS B B e i ek PR B RS R T Te F“ i

Ketlga :

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINE]
Nomaor . i
Teniang

LI UTD
GUHERNUR ...,

Surat permobonan Saudars, NEmote....... tanggal ... untuk
memperokeh tein/ perpanjangan dn UTD..com i

pemohon memenuhl  persyaratan  untuk
mnlhn hﬂmﬁm reeres denigun kasifilanl ...

l. UMWMHM'MMMWW

7. Peraturan Pemesintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Darah

1. Pernturmn Menteri Keschatan Nomor ... Tahun 2014 tentang
UTD, BORS dan Jejaring Pelayanen Transfusi Darah

fni berialu eelama  mosih  melakukan  legiain

plwmmdumﬂmmﬂpnmmarmnﬁmmphmmmﬁ
(lma) tahun.

Keputusan ini  berlabu  scjak  tanggal  ditetapkan dan
akan ditinjau  kembali, apabila dikemudian  hard  lermysia
terdapat icckelinuan,
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FORMULIR 14
KOP
Bupat|/Wallkota , s

J.'hn - ® R RTR TR P RN TR R PP S ot bl et
TEIP FREEFRAFRE e e e LR R

Lampiran  :

Menunjuk surat permohonfin Ssudam No. .o tanggal
wisersssseerssenssperinal Permohopan lsin UTD, dengan ini kami sampailan

bahwa permohonan Sandara tidak ‘dapat dikabulkan karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai beriloat -

Bupati/Walkota.........cc.veene.

PP civipseisisrerss

Tembusan kepada ¥th :
1, Direkiur Jenderal .. , Kementerian Kesehatan Ri
2 Kepala Dinas I{:u'hl.ll.n Frwinll

3. Kepala Dinas Kesehatan I-I:.lh,fI{utL
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PELAYANAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun' 2009 tentang Kesehatan, periu
manetapkan Peraturan Pemetintah tentang Pelayanan Darah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayal (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2008 Nomor
144, Tambzhan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomar 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ' /PERATURAN  PEMERINTAH TENTANG  PELAYANAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan;

1. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan
darah manusia sebagal bahan dasar d n
gl iflimion r:sial. engan lujuan kemanusiaan dan lidak

2, Pelayanan . . .




7.

10.

1.

*x
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Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang
meliputl  perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah,
penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian

darah kepada pasien untuk ty kit dan pemulihan
e juan penyembuhan penya p

Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan
darsh pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan
penyimpanan darah pandonor.

Fraksionasi Plasma adalah pemilahan derivat plasmd menjadi produk
plasma dengan manerapkan teknologl dalam pengolahan darah.

Pelayanan Apheresis adalah penerapan teknologl medis berupa proses
pengambilan salah salu komponen darah darl pendonor atau pasien melalul
sualu alal dan mengembalikan selebihnya ke dalam sirkulasi darah
pendonor.

Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau
komponennya kepada paslen untuk tujuan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan,

Fasilitas Pelayanan Kesehalan adalah suatu alst danfatau tempal yang
digunakan uniuk ményelsnggarakan upaya pelayanan kesehatan, balk
promollf, preventif, kuratll maupun rehabiltatii yang dilakukan oleh
Pemaerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Unit Transfusi Darsh yang selanjulnya disingkal UTD, adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyslenggarakan donor darah, penyediaan
darah, dan pendistribusian darah.

Bank Darah Rumah Sakil yang selanjutnya disingkal BDRS, adalah suatu
unit, patayanan di rumah sakil yang bertanggung jawab atas tersedianya
darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang
cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas
pelayanan kesehalan lainnya.

Pemerintah Pusal yang selanjutnya disebut Pamerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republlk Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1845.

Pemerintah Daerah adalah gubemur, bupatl, atau walikota, dan perangkat
daerah sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

12 Menteri , .
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12. Menleri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dj
bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pelayanan darah bertujuan:

a. memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan
; 4

b. memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah;

e memudahkan skses mempercleh damah untuk penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan; dan

d. memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah.

BAB 1l ¢
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3
Pemerintah dan pemerintab  daerah bertanggung jawab untuk mengatur,
membina, dan mengawas| pelayanan darah dalam rangka melindungl
masyarakal.
Pasal 4
Pemarintah dan pemetintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan
darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
Pasal 5

Pemefintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong penelitian

dan pengembangan kegiatan pelayanan darah untuk kepentingan pelayanan
kesehatan.

Pasal 6
Pamerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan

pelayanen darah dalam rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan
pelayanan kesehalan.

BAB . ..
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BAB Il
PELAYANAN TRANSFUS| DARAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

(1) Setiap UTD dan BORS harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk
kepentingan pelayanan darah.

(2) Berdasarkan rencana kebutuhan darsh sebagaimana dimaksud pada ayal

(1), disusun rencana tahunan kebutuhan darah secara nasional oleh
Menterl.

Bagian Kedua
Pengerahan dan Pelestarian Pendonor Darah

Pasal 8

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pangerahan dan pelestarian
pendonor darah untukmenjamin ketersediaan darah.

(2) Pengerahan dan pelestarian pendonor darah sabagaimana dimaksud pada
ayal (1) diaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi
sosial yang‘lugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan
dan/atau UTD dengan mengikutseriakan masyarakat.

Baglan Ketiga
Penyediaan Darah

Paragral Kesatu
Pengambilan dan Pelabelan

Pasal 9

(1) Tindakan medis pengambilan darah hanya dilakukan di UTD dan/atau
lempat fertenly yang memenuhl persyaratan kesehatan dan harus
dilaksanakan oleh lenaga kesehatan yang berwanang sesual dengan
standar. .

(2) Setiap pengambilan darah harus didahulul dengan pamerlksaan kesehatan
pendonor darah dan mendapal perselujuan dar pandonor darah yang
barsanghkutan.

(3) Pendonor Darah .
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(3) Pendonor darah harus diben informasi terlebih dahulu mengenal rsiko
pengambilan darah dan hasil pemeriksaan darahnya.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan darah sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
reaktil. maka UTD harus menganjurkan kepada yang bersangkutan untuk
sementara tlidak mendonorkan darsh dan segera melakukan pemariksaan
konfirmasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjul.

(5) Kelentuan lebih lanjut mengenal standar pengambilan darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Tenaga kesehatan wajib memberikan label pada setiap kanlong darah
pendonor sesual dengan standar,

(2) Label pada setisp kantong darah sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

ing sedikit harus memuat ketefangan mengenal identitas pendanor

darah, jenis dan golongan darah, namor kantong darah, hasil pemeriksaan
uji saring, wakiu pangambilan, tanggal kedaluwarsa, jenis antikoagulan dan
nama UTD.

(3) Ketentuan lebih lanjul mengenal tata cara pelabetan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayst (2} diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragral Kedua
Pencegahan Penularan Penyakit

Pasal 11

| (1) Tenaga kesehatan wajlb melakukan uji saring darah untuk mencegah

| penularan penyakil.

(2) Uji saring darah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi pancegahan penularan panyakit HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C,
dan Sifilis.

| (3) Pamariksaan ujl saring darah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan
ayal (2) harus dilakukan sesual dengan standar.

{4) Ketantuan leblh lanjul mengenal slandar uji saring darah sebagaimand
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menleri.

Paragrafl Ketiga
Pengolahan Darah

Pasal 12

(1) Tenaga kesehatan wallb melakukan pengolahan darah untuk mamenuhi
kebutuhan komponen darah tertentu dalam pelayanan transfusi darah.

(2) Pengolahan . . -
_—
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(2) Pengalahan darah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana
-ﬂmdkiud pada ayat (1) dilakukan di UTD dan harus sesual dengan
standar,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengolahan darah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) distur dengan Peraturan Manteri.

Paragraf Keempat
Penyimpanan dan Pemusnahan

Pasal 13
(1) UTD atau BDRS wajib menyimpan darah pada fasilitas penyimpanan darah
yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.
(2} Penyimpanan darah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus difakukan
oleh lenaga kesehatan,

Persyaratan teknis penyimpanan sebsgaimana dimaksud pada ayat (1)

© mnilg:..;llm wadah alau mﬂt suhu  penyimpanan, lama penyimpanan
dan/atau persyaratan tainnya yang menjamin mutu darah.

h tidak mamenuhl persyaratan dan standar untuk digunakan

al ﬁl?m nﬁ“;:'u:i darah wajib dimusnahkan sesual dengan standar oleh UTD.

lizbih jut \mengenal standar dan persyaratan teknis

& pﬁ;lhnlllim m darnhhﬁrrntpmnm darah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Mantari.

Bagian Keempat
Pendistribusian Darah

Paragral Kesalu
Umum

Pasal 14

(1) Darah hanya didistribusikan untuk kepentingan pelayanan kesehalan,

(2) Distribusi darah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan dengan
menggunakan sistem terutup dan matode rantai dingin.

) Distribus| darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh
& lenaga kesshatan ;ﬂu potugas UTD alau pelugas BDRS dengan
memperhatikan kesmanan dan mutu darah.

(4) Ketentuan . , |
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4) Ketentuan lebih lanjul mengenal pendistribusian darah Sebagaimana
e dimaksud pada ayal ]H'_l i-ﬂmrg dengan ayal (3) diatur dengan Peraturan
Mentarl,

Paragral Kedua
Penyaluran dan Penyerahan

Pasal 15

(1) Darah transfusi harus disalurkan dan diserahkan oleh UTD-kepada UTD
laln, UTD kepada BDRS, UTD atau BORS kepada fasillas pelayanan
kesahatan lain sesual kebutuhan.,

(2) Setiap penyerahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dizertal dengan berila acara penyerahan darah.

(3) Dalam hal terjad| keadaan gawat darirat'dan bencana, fasilitas pelayanan
kesehatan lain di luar rumah saklt dapal’ menerima penyaluran dan
penyerahan darah dengan pemmintean terulis dari dokler yang merawat
pasan.

(4) Ketentuan lebih lanjul omengenal penyaluran dan penyerahan darah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampal dengan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Meanter.

Bagian Kelima
Tindakan Medis Pemberian Darah
Pasal 16

(1) Tindakan medis pemberian darah danfatau komponennya kepada pasien
dilaksanakan sesual kebutuhan medis secara rasional.

(2) Tindakan medis pemberian darah danfatau komponennya kepada pasien
sebagaimana dimaksud pada aysl (1) harus dilakukan uji silang serasi
sebelum diberikan kepada pasien.

(3) Tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennya kepada pasien

sebagaimana dimaksud pada ays! (1) harus dilaksanakan olah doktar yang
memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesshatan
sesual dengan kelentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 17

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan transfusi darah harus
membuat rekam medis pasian,

Bagian Keenam . - -
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Bagian Keenam
Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan Pelayanan Transfusl Darah

Pasal 18
Tenaga kesshatan yang;
a. tidak melaksanakan ketentuan mengenai pengambilan darah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

b. tidak melaksanakan ketzntuan mengenal pelabelan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1); '

c. lidek melaksanakan ketentuan mengenal upaya pencegahan penularan
penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3);

d. tidak melaksanakan ketentuan mengenal/pengolahan darah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);

e. bdak membuat rekam medis pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17,

dikenakan sanksi administratil oleh, pejabal yang berwenang berupa teguran
lisan, teguran tertufls, dan/atau pencabutan izin prakilk atau izin kerja.

Pasal 19

UTD atau BDRS yang:

a. lidak melaksanakan kelentuan mengenal panyimpanan darah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayal (1), ayal (2), dan ayat (4);

b, tidak. melaksanskan ketenluan mengenal pendistribusian darah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

dikenakan sanksi administratil oleh pejabat yang berwenang berupa leguran
lisan, leguran terlulis, penghentian keglatan semantara danfatau pencabutan
izin operasional.

BAE IV
PELAYANAN APHERESIS

Pasal 20

(1) Pelayanan apheresis ditujukan untuk:
a. kebutuhan penyediaan komponen darah; dan
b. pengobatan panyakit Erieni,

(2) Pelayanan apherssis untuk kebuluhan penyadiaan komponen darah
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf & hanis dilaksanakan di UTD

sesuai dengan standar.

(3) Pelayanan . . _
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(3) Pelayanan apheresis untuk pengobatan penyakil lertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan
kesahatan barupa rumah sakil sesuai dengan standar.

(4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (3) meliputi
ketenagaan, sarana, prasarana, dan peralatan.

Pasal 21

(1) UTD yang tidak melaksanakan kelentuan mengenal paiayanan apheresis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

a. leguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian keglatan sementara; dan/atau
d. pencabutan izin operasional.

(Z) Rumah sakit yang fidak melaksanakan kelentuan mengenai pelayanan
apheresis sebagaimana dimekstd dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan
sanksi sesual dengan kalentuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pelayanan aphefesis harus mendapat persetujuan tindakan secara
tertulis darl pendanor datah atad pasien sesual dengan ketentuan peraturan
parundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus
dilakukanoleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

(2) Pelayanap apheresis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesual standar profesi, standar pelayanan, dan standar siona
prosedur pada UTD dan rumah sakil. e |

Pasal 24

Katantuan lebih fanjut mengenal pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 20,
Peraturan Manten.

pelayanan apheresis
Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan

BABV ...
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BAB V
FRAKSIONAS] PLASMA

Pasal 25

(1) Plasma yang diperiukan uniuk penyelenggaraan fraksionasi plasma harus
berasal dari UTD. ek =

(2) Fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud ayal (1) harus dilakukan
di fasilitas fraksionasi plasma yang rrmrn.lhf:lfm!:n @

(3) Fasilitas Iraksionas| plasma sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1)
barbeniuk badan usaha yang berbadan hukum. sesuai JIE;?; kataniuan
peraturan perundang-undangan. (

(4) Fasilitas fraksionasi plasma sebagakmana dimaksud t (2) harus
mendapat Iﬂnnmduk:ldmmlmﬁ & sl

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenal standar dan périzinan fasiiitas fraksionasi

plasma sabagaimana dimaksud - 2) dan 4) diatur
ey pada ayat (2) dan ayal (4) dengan

Pasal 26
(1) Fraksionasl plasma Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
menghasiikan produk plasma:

(2) Produk plasma.sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhl
standar muld, keamanan, dan kemanfaatan.

(3) Produk plasmia haris memperolsh izin edar darl Menterl sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila-produk plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
memenuhl standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan, maka fasiiitas
fraksionas plasma dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin
aleh pejabat yang berwenang.

Pasal 27

(1) Pemerintah mengendallkan harga produk plasma.
(2) Pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan biaya produksl,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal pengendalian harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menten,

BABWVI ...
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BAB VI
PENDONOR DARAH
Pasal 28
(1) Setiap orang dapal menjadi pendonor darah.
(2) Pendonoran darah dilakukan secara sukarela,

(3) Pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memenuhl
persyaratan kesehatan..

(4) Pendonor darah harus memberikan informasi yang benar peritial kesehatan
dan perilaku hidupnya.

(5) Pendonor darash yang memberikan informasi menyesatkan berkaitan
dengan status kesehatan dan perilaku hidupnya dikenakan sanksi sesual
dengan ketentuan peraturan parundang-undangan

Pasal 28

(1) Seliap UTD harus melakukan pendataan pendonor darah melalul sistem
Informasi.

(2) Pendataan sebagaimana® dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
pelestarian pendonor darah secara nasional,

(3) Ketentuan lebih lanjul mengendl pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dan ayal (2) diatur dengan Peraturan Mentari,

Pasal 30

(1) Setiap pendonor darah harus dilakukan pencatatan oleh tenaga kesshatan
alau lenaga lainnya.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijaga
kerahaslaannya oleh UTD, tenaga kesshatan, dan/atau tenaga lainnya.

Pasal 31

(1) UTD yang tidak menjaga kerahasiaan catatan data pendonor darah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayal (2) dikenakan sanksi
administralil oleh pejabal yang berwenang berupa;

a. leguran lisan;

b. teguran terfulis;

c. panghentian keglatan sementara; dan/atau
d. pencabutan izin operasional.

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang tidak menjaga kerahasiaan
catatan data pendonor daraly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayal

(2) dikenakan . . .
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EL :::Tﬂn sanksl sesual dengan ketentuan peraluran perundang-
Pasal 32
(1) Darah pendonor dapat diolah menjadi produk plasma.
(2) Plasma darah pendonor dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku cbat.

Pasal 33

Pendonor darah dapat diberikan tanda penghargaaan ‘dari Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang lugas pokek dan fungsinya
dingdann kepalangmerahan sesual dengan keténtuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
UTD, BDRS, DAN JEJARING

Bagian Kesatu
uTD

Pasal 34

(1) UTD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau
organisasi , sesial, yang tugas pokok dan fungsinga di bidang
kepalangmerahan.

(2) UTD gang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dapatberbentuk Unit Pelaksana Teknis.

(3) UTD. yang diselenggarakan oleh pemerinish daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Unit
Pelaksana Teknis Daerah.

(4) Penyelanggarsan UTD oleh organisasl sosial yang lugas pokok dan
fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penugasan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pamerintah
Ini,

Pasal 15

(1) UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdin dari:
a. UTD tingkat nasional;
b. UTD tingkat provinsi; dan
e. UTD tingkat kabupaten/kota,
(2) UTD sabagaimana dimaksud pada ayal (1) mempunyal tugas:
d. Mmenyusum . . .

B s
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MENYUSUN parencanaan;

melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darahy

melakukan penyediaan darah;

melakukan pendistribusian darah;

melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusl atau kejadian lkutan
akibat transfusi darah; dan

f. malakukan pemusnahan darah yang tidak layak paka

pPERED DB

Pasal 36

(1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), UTD tingkat
nasional mempunyai tugas pembinaan teknis-dan pemantauan kualitas,
pendidikan dan pelatihan, rujukan, <penelitian-"dan pengambangan,
koordinator sistem |ejaring penyediaan darah, penyediaan logistik, dan
penyediaan darah pendonor secara nasional,

(2) Selain tugas sebagalmana dimakstd dalam Pasal 35 ayat (2), UTD tingkat
provinsl mempunyal tugas penyediaan darah pendonor, pembinaan teknis,
pemantauan kualitas, pendidikan-dan pelatinan, rujukan, penelitian dan
pengembangan, serta koordinator sistem jejaring penyediaan darah di
wilayahnya.

Pasal 37

Katentuan lebif lanjul mengenal UTD tingkal nasional, UTD tingkatl provinsi,
UTD tingkat kabupatenikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal
36 diatur dengan Paraluran Mentari,

Pasal 38

(1) Setiap UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus memillki
izin.

{2) lzin UTD tingkat nasional diberikan oleh Menter,
(3) lzin UTD tingkat provinsi diberikan oleh pemarintah dasmah provinsi.

(4) IzZin UTD tingkat kabupatenfkola diberikan oleh pemerintah dasrah
kabupaten/kota.

Pasal 39

(1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (1) meliputi persyaratan sarana dan prasarana, peralatan, sumber
daya manusia, administrasi dan manajemen,

(2) Izin . .
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(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka wakiu 5
(lma) tahun dan dapat diperpanjang kemball selama memenuhi
persyaratan. lang

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tata cara pengajuan dan

pemberian izin seb mana dimak 1) diatur dengan
g Bl agai sud pada ayal (1) diatur deng

Pasal 40

(1) Setiap UTD s=ebagai di ib
o Bhbetioy bagaimana dimaksud dalam - Pasal 35 ayat (1) waj

(2) Audit sebagai dimaksud pad
o {mﬁmn:!mm pa“:el ayat (1) dilakukan secara berkala paling

(3) Audit seba dimaksud .
Infeerial mm"; sy pada ayat (1) dapat dilakukan melalul audit

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal audil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Paraturan Menteri.

Bagian Kedua
BDRS

Pasal 41

(1) BORS dapat didiikan di rumah sakit sebagal bagian darl unit pelayanan
rumah sakit.

(2) BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menerimadarah yang sudah diuji saring darl UTD;

b, menylmpan darah dan memantau persediaan darah;

c. melakukan uji silang serasi darah pendonor dan darah pasien;

d. melakukan rujukan bila ada kesulitan hasll uji silang serasi dan

golongan darah ABO/rhesus ke UTD secara berfenjang;

menyerahkan darah yang cocok bagi pasien di rumah sakit;

melacak penyebab reaksi fransfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi

darah yang dilaporkan dokler rumah sakit; dan

g. mengemballkan darah yang lidak layak pakal ke UTD untuk

dimusnahkan,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal BDRS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraluran Mentari,

-

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga

Jejaring
Pasal 42

(1) Jejaring pelayanan transfusi darah dibentuk untuk menjamin ketersediaan
darah, mutu, keamanan, sistem informasi pendonor darah, akses, rujukan
dan efisiensi pelayanan darah.

(2) Jejaring pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada, ayat (1)
meliputi samua institusi terkait dengan pelayanan transfusi darah,

(3) Jejaring pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjenjang dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

(4) Pembentukan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayal (1) didukung oleh
sistem informasi sesusi dengan perkembangan leknologi,

(5) Bimbingan teknis pelayanan transfusi darah’ dilakukan secara berjenjang
dalam jejaring transfusi darah.

(68) Ketentuan lebih lanjul mengenal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} sampal dengan ayat (5) diatur dangan Peraturan Menler.

BAB VIl
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
Pasal 43

(1) Pamerintah, pemerintah daerah, dan organisasi sosial yang tugas pokok
dan fungsinygg dl.bidang kepalangmerahan, dapal menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelaksana pelayanan transfusi darah
untuk peningkatan mulu penyelenggaraan transfusi darah,

(2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pelaksana transfusi
darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakreditasi oleh
Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraluran Manteri.

Pasal 44

(1) UTD tingkat kabupalen/kota yang kompelen dapal melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan dalam pelayanan darah untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

(2) Kegiatan peneliian dan pengembangan dalam pelayanan darah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX. ..
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BAB IX
PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN DARAH DARI DAN
KE LUAR INDONESIA

Pasal 45

(1) Pengiriman atau penerimaan darah dan/atau komponennya dari dan ke luar
Indonesia harus ditujukan untuk:

a. w dan pengembangan di bidang iimu danteknologi pelayanan

b. pemenuhan kebutuhan darah langka:

c. kerja sama nonkomersial untuk menanggulangi musibah massal seperti
perang, bencana alam dan bencana sosial;

d. parrmﬂhsam spesimen darah yang bélum bisa dilakukan di Indonesia;

o pumam.hnn kabutuhan fraksionasl plasma.

(2) Pengiriman atau penerimaan darah dan/atau komponennya dari dan ke luar
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh
badan dan/atau lembaga. penelitian, institlusi pendidikan kesehatan, UTD
dan fasilitas pelayanan Kesehatan.

{3) Pengiriman atau pengrimaan darah danfatau komponennya darl dan ke luar
Indonesia sébagaimana dimeksud pada ayal (2) harus sesuai standar,
disertal gengan perfanfian alih materal dan harus memperoleh izin dar
Mentesd,

(4) Dalam hal leknologi fraksionasi plasma belum dapat dilaksanakan di dalam
neger,. uniuk memenuhl kebutuhan fraksionas| plasma sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan pengiriman darah ke luar
Indonesia,

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengiriman atau penerimaan
darah dan/atau komponennya dar dan ke luar Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X . ..
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BAB X
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan penyslenggaraan pelayanan darah dapat bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
atau sumber lain yang seh sesual dengan keteniuan paraturan perundang-
undangan,

BAB XI _
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 47

(1) UTD dan BORS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan
penyalenggaraan pelayanan iransfusi darah sesuai dengan standar.

(2) Ketertuan lebih lanjul mengenal tatacara pencatatan dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan Pematuran Menteri.

BAB X1l
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

(1) Pembinaan dan pengawasan lerhadap semua keglatan yang berhubungan
dengan pelayanan darah dilakukan oleh Pemerintah dan pameriniah
daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk:

a. menyediakan darah yang aman untuk memenuhl kebutuhan pelayanan
kesshatan,

k. mamelihara dan meningkatkan mulu pelayanan darah,

c.  mamudahkan akses memperoleh informasi kelersediaan darah unfuk
kepentingan palayanan kesehatan; dan

d. meningkatkan kerjasama antara UTD dan BDRS.

(3) Pamerintah dan pemerintan daerah dapat mellbalkan organisasi sosial
yang lugas pokok dan fungsinga di bidang kepalangmerahan dan
prganisasi profesi tedkail uniuk melakukan pembinaan dan pengawasan
pelayanan darah,

(4) Organisasi - - .
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(4) Organisasi sosial yang ftugas pokok dan fungsinya di bidang
kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap UTD binaannya.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulal berlaky, sstiap UTD atau BDRS yang

telah ada harus menyasualkan dengan ketentusn sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu palingfama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

Pada saal Peraturan Pemerintah inl mulai’ berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Pemaerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan danfatau belum diganti berdasarkan
katentuan Peraturan Pematintah, ini.

BAB XIv
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saal Peraturan Pemerintah ini mulal bersku, Peraturan Pemerintah
Nomar 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lambaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 52
Peraturan Pemerintah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SO < _Jr S L/

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

tid.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARARI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan

Bidang Politik dan
Kesajahtaraan Rakyal,

Tid,
Wisnu Setlawan



x)

FREBIDEN
HEPURLIK (MOOMNES:L&

=105 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG
PELAYANAN DARAH

umMum

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya peru diselenggarakan berbagal- upaya kesehatan yang
dilaksanakan melalul kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan
kesehatan, pengobatan penyakil, dan pemulihan kesshatan,

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang
memanfastkan darah manusia sebagal bahan dasar dengan tujuan
kemanusiaan dan fidak unluk fujuan komersial. Darah dilarang
diperjualbelikan dengan dalih-apapun. Darah sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan
objek jual bell untuk mencar keuntungan, biarpun dengan dalih untuk
menyambung hidup.

Pelayanan ‘darah sebagal salah salu upaya kesehalan dalam rangka
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesshatan sangat membutuhkan
ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, barmanfaat,
mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung
jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah
diakses, dan sesual dengan kebuluhan masyarakal.

Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan
kesahatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melaluj
Unit Transfusl Darah (UTD) yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan
penugasan oleh Pemerintah sebagaimana lelah diatur dalam Paraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 18B0 tentang Transfusi Darah. Peraturan
Pemerintah ini harus disesualkan dengan perkembangan kebijakan, sumber
daya, iimu pengetahuan dan teknologl pelayanan kesahatan,

Keberhasllan pengelolaan pelayanan darah sangal lerganiung pada
katersediaan pendonor darah, sarana, prasarana, tenaga, pendanaan, dan
metode. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara lerstandar,
terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara terkoordinas|
antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan partisipasi aklif masyarakal

termasuk . . .



PRESIDEM
REPUBLIF INDONESLA

- 106 -

lermasuk organisasi sosial yang lugas pokok dan fungsinya di bidang
kepalangmerahan sebagal mitra Pemerintah, QOrganisasl sosial yang lugas
pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan, khususnya di bidang
pelayanan transfusi darah adalah Palang Merah Indonesia, yang ditetapkan
sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kebijakan Pemarintah darl sentralisasl kepada desentralisasi
yang telah menempatkan masalah kesehatan sebagal urusan wajib
pemeriniah dasrah, perlu dimplementasiken secara nysta tanpa
mengurangl tanggung jawab Pemerintah. Pengelolaan pelayanan darah
sebagal bagian yang esensial dan integral dari upaya kesehatan secara
nasional harusiah menjad| tanggung jawab bersama antara Pamerintah dan
pemerintah daerah dengan lstap mengacu pada kepentingan masyarakal

Palayanan darah dalam arl luas mencakup kepentingan publik yang
mendasar dan menjangkau kebutuhan jutasn manusia. Oleh karena itu
kebijakan pangaturan dalam Peraturan Pemerintah Inl harus dilaksanakan
dengan letap berandaskan pada-asas perikemanusiaan, keseimbangan,
manfaal, pelindungan, -pengharmatan lerhadap hak dan kewajiban,
keadilan, gender dan nandiskrim|natif serta norma agama.

Yang dimaksud dengan, asas perikemanusiaan berartl bahwa pelayanan
darah harus_dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada
Ketuhanan ¥Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama
dan bangsa; asas keseimbangan berari bahwa pelayanan darah harus
dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakal, antara fisik dan
menial, serta anlara material dan spiritual; asas manfaat berartl bahwa
pelayanan darah harus memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagl
kemanusiaan, asas pelindungan berartl bahwa pelayanan darah harus
dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan
penerima  pelayanan darah; asas penghormatan terhadap hak dan
kewajiban berari bahwa pelayanan darah dilaksanakan dengan
menghormati hak dan kewsjiban pasien, pendonor darah, tenaga
kesshatan dan fasiiitas pelayanan kesehatan; asas keadilan berarli bahwa
pelayanan darah harus dapal memberikan pelayanan yang adil dan merata
kepada semua lapisan masyarakal dengan pembiayaan yang terjangkau;
asas gender dan nondiskriminatil berari bahwa pelayanan darah fidak
membedakan perakuan lerhadap perempuan dan laki-laki serta asas
norma sgama berarti pelayanan darah harus memperhatikan dan
menghomati serta tidak membedakan agama yang dianut pendonor darah,

pamll::al'i pelayanan transfusl darsh dan penerima palayanan transfusi
darah.

Darah . . .
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Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi
kriteria seleksi pendonor darsh dengan mengutamakan kesehatan
pendonor darah. Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela
sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan
laboratorium guna mencegah penularan penyakit.

Perkembangan imu pengetahuan dan teknologl di”Bidang, kedokteran
khususnya dalam teknologi pelayanan darah, pengelolaan kemponen darah
dan pemanfastannya dalam pelayanan kesehatan harus mempunyai
landasan hukum sebagal konsekuensi asas negara berlandaskan hukum.
Oleh karena Itu dalam rangka memberikan- pelindungan kepada
masyarakal, pelayanan darah hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi dan kewenangan, dan hahya dilaksanakan pada
fasilitas pelayanan kesehatan yang .mamanuhi persyaratan. Hal ini
l:llp-arll.l:mn untuk mencegah tmbulnya berbagal dslko, tefadinya penularan
penyakit balk bagl penerima \pelayanan darah maupun bagl lenaga
kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

Oleh karena tu pengamanan pelayanan darah harus dilaksanakan pada
seliap tahapan kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian pendonor
darah, pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan
penyakit, pengolahan darsh, penyimpanan darah dan pemusnahan darah,
pendistribusian darah,, penyaluran dan penyerahan darah, serta tindakan
medis pembefrian darah kepada pasien. Pengamanan pelayanan darah juga
dilakukan pada palayanan apheresis dan fraksionasi plasma,

Dalam rangka memberkan landasan hukum, kepastisn  hukum,
pelindungan hukum, peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan
pelayanan darah, perlu mengalur kemball penyelenggaraan pefayanan
darah dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur:

1. Tujuan pengaturan pelayanan darah;

2. Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan
darah;

Pelayanan transfusi darah;

Pelayanan apheresis;

Fraksionasi plasma;

Pendonor darah;

UTD, BDRS, dan Jejaring,

Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengambangan;
Pengiriman dan penerimaan darah dari dan ke luar Indonesia;

SN GRL

10, Pendanaan .
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10. Pendanaamn;

11. Pencatatan dan pelaporan;
12. Pembinaan dan pangawasan;
13, Ketentuan peralihan; dan

14. Katantuan penutup,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup |elas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pelayanan darah yang aman" adalah
pelayanan darsh yang memanuhi prinsip darah berasal dari pendonor
darah sukarala, berbadan dan berperilaku sehat dan memenuhi kriterla
sebagal pendonor damah fisiko rendah (low risk donor) terhadap infeksi
yang dapal ditularkan melalul transfusi darah. Seluruh proses
pelayanan transfusl darah harus sesual standar dan sesual dengan
perkembangan iimu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana kebutuhan darah® adalah

perencanaan kebutuhan dan penyediaan darah yang disusun
dengan memperimbangkan jumlah persediaan darah, jumiah

pendonor darah, serta kebutuhan dan penggunaan darah
sabalumnya.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Pasal 8

Cukup jalas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengershan” adalah kegiatan memotivasi,

Yang ﬂaﬂm dengan “pelestarian ;mdﬂl# darah sukarela®
adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pendonor
darah sukarela untuk dapat melskukan. donor darah secara
berkesinambungan dan teratur dalam hidupnya.

Ayat (2)

Pasal 9

Cukup jolas.

Ayal (1)

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu® adalah tempat di luar
faslitas _pelayanan . kesshatan yang memenuhl persyaratan
kesehatan . untuk. dapat dilakukannya pengambilan darah,
contohnya Unit Donor Darah atau kegiatan Mobile Unit di tempat-
tampat umum.

Ayt (2)

Pamesiksaan kesehatan pendonor darah dimaksudkan untuk tetap
menjaga kesehatan pendonor darah dan uniuk mencegah

terjadinya kemungkinan penularen penyakil kepada pasien yang
menerima darah. Pemeriksaan kesehalan berupa anamnasis,

pemeriksaan kesehatan tanda vital dan tanda lain yang diperlukan,
dilskukan oleh dokier atsu lenaga Kkesshatan yang memiliki
kewenangan. Persetujuan dar pendonor darah  merupakan
persetujuan terulis setelah pendonor darah mendapal penjelasan
tentang persyaratan, proses, risko yang mungkin ditimbulkan oleh
tindakan pengambilan darah, pengolahan darah pendonor menjadi
produk plasma dan pemberitahuan hasil pemeriksaan kesehatan.

Ayat (3)

Hasll pemeriksaan darah donor yang reaklil akan diberitahukan
kepada pendonor darah meialui sural 1 (salu) minggu setelah

donor,

Ayat (4)

Y dimaksud dengan “reakti” adalah jika darah dari pendonor
daﬂr?}n diduga terinfeksi bardasarkan 1 (satu) kall pemeriksaan uji

saring darah . . .
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saing darah (Initial Reactive), maka diperiukan pemeriksaan
konfirmasi.

Ayat (5)
Cubkup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas.

A

wﬂﬁw mengenal Identitas pendonor darah ditulis dalam

bentuk kode bukan nama.

Ayat (3)
Culup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) N
Uji saring darah dimaksudkan untuk mencegah penularan infeksi
yang ditularkan lawat darah darl pendonor darah kepada pasien.

Ayal (2)

mummwmmmmmlmMMp

penyakil lertentu seperti malaria dan lain sabagainya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayal (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ‘“pengolahan darah® adalah cara
pemisahan darah lengkap (WB=whole blood) menjadi komponean
darah sepertl Darah Merah Pekat (PRC=packed red cell), Buffy
coat, Trombosil (TC=thrombocyte concenirale), Plasma Cair dan
Plasma Segar Beku (FFP= fresh frozen plasma). Pengolahan darah
menjadl komponen darah dapat dilakukan secara manual,
konvenslonal, boftom lop system dan apheresis,

Ayat (2)
Cukup |elas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13. ..
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Pasal 13

Ayat (1)
Penyimpanan darah terdiri dari penyimpanan darah karantina dan
penyimpanan  darah siap paksl. Penyimpanan  darah
karantinadilakukan untuk menyimpan darah yang belum diketahui
hasil kenfirmasi uji golongan darah dan hasil pemefiksaan uji saring
terhadap infeksi manular lewat transfusi darah.

Penyimpanan darah siap pakal untuk menyimpan. darah yang
sudah ada hasll pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan uji

saring darahnya, Tempal, suhu optimal dan wakiu penyimpanan
darah disesualkan dengan jenis komponen darah masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayal (2]
Yang dimaksud dengan "sistem tertutup” adalah suatu mekanisme
pendistribusian darah yang menglkutl standar operasional prosedur
pelayanan di rumah sakil lanpa melibatkan plhak lain seperti
keluarga pasen.

Yang dimaksud dengan “metode rantai dingin” adalah suatu sistem
pemeliharaan suhu derah dan komponen darah dari mulal
pengambilan sampal dengan pemberian darah kepada pasien.
Yang terpenting adalah petugas yang bertanggung jawab
mengatur, melaksanakan proses penyimpanan dan pemindahan
darah dan plasma serta menjaga peralatan untuk menyimpan dan
memindahkan darah dan plasma sacara aman.

Ayat (3)...
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Ayat (3)

Cukup |elas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15
Ayal (1)

Yang dimaksud dengan “darah yang disalurkar dan diserahkan®
adalah darah yang aman, telah menjalani proses skrining/ujl saring
terhadap Infeksi Menular Lewal Transfusi.Darah (IMLTD) dan ujl
konfirmasi golongan darah,

Yang dimaksud dengan “fasilitas peélayanan kesehatan lain® adalah
rumah sakit yang tidak memiliki BDRS.

Penyaluran darsh dar UTD atauBDRS kepada fasilitas pelayanan
kesehatan lain hanya dlilakukan lerhadap fasilitas  pelayanan
kesehatan yang jumiah. kebutuhan darahnya tidak

efisien untuk didirikannya BORS di fasilitas pelayanan kesehatan
lain tersebul.

Ayal (2)
Cukup jelas,
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “fasiiitas pelayanan kesehatan lain di luar
rumal sakit” antara lain puskesmas dan rumah sakit lapangan.
Ayal (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan medis secara rasional® adalah
lindakan medis pemberian darah dan/atau kaomponennya yang

dilaksanakan dengan mempertimbangkan volume darah transfusi

alaupun Jenis komponen yang ditransfusikan sesual dengan
kebuluhan medis,

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “uji slang serasi® adalah tindakan
pengujian terhadap kesesuaian antara sal darah merah pendonor

dengan sel darah merah pasien sabelum tindakan transfus
dilakukan. Uji silang dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada

antibodi-antibod| pada darah pasien yang akan bereaksi dengan

darah pendonor . .
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darah pendonor bila ditransfusikan atau sebaliknya. Uji silang
serasl dilakukan di UTD atau BDRS yang mendapal permintaan
darah darl fasilitas pelayanan kesehatan lain

Ayal (3)

Cukup jelas.

Fasal 17

Yang dimaksud dengan “rekam medis” adalah berkas yang berisikan
catalan dan dokumen tentang Iidentitas pasien, pemeriksaan,
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien sesual katentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(2). ..
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Ayal (2)
Yang dimaksud dengan “produk plasma’ antara lain berupa faktor
VIll, faktor IX, fibinogen, globulin, dan albumin, UTD tingkal
nasional berfungsi sebagal koordinalor pengumpulan plasma
lingkat nasional, melakukan pemeriksaan uji saring dengan Nuclgic
Acid Test (NAT), menjsga mutu, dan melakukan p-unrinpanan
serta pengemasan untuk didistribusikan ke lempat fraksionasi yang
telah memiliki zin,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Fasal 27
Ayat (1)
Pemerintah *mengendalikan harga produk plasma’ agar harga
produk fraksionasi plasma ditelapkan secara rasional yang

diperhitungkan dar biaya produksl dan tidak diutamakan untuk
tujusn komersial Ayal (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayal (2)
Yang dimaksud dengan "sukarela® adalah pendonoran darah yang
dilakukan tanpa menerima bayaran dalam bentuk tunal atau
bentuklainnya termasuk bebas dari tugas/pekerjaan di luar waktu
dan perjalanan yang diperlukan untuk melakukan pendonoran
darah. Penyelenggara pendonoran darah dapal memberikan
cinderamata, minuman dan makanan kecil, atau penggantian biaya

iransportasi untuk pendonor darah, hal inl masih sesual dengan
kaldah pendonoran darah sukarela,

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “persyaratan kesehatan” antara lain
keadaan umum calon pendonor darah ldak tampak sakit, tidak
dalam pengaruh obat-obatan, memenuhl ketentuan umur, beral
badan, suhu tubuh, nadi, tekanan darah, hemoglobin, ketentuan
setelah haid, kehamilan dan menyusui, jarak penyumbangan darah
dan persyaratan lainnya melipull keadaan kulit, riwayat transfusi
darah, penyakil infeksi, riwayat imunisasi dan vaksinasi, riwayal

operasi . . .
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operasi, riwayal pangobatan, obat-obat narkotika dan alkohol serta
ketentuan tato, tindik, dan tusuk jarum.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “perllaku hidupnya® adalah keblasaan yang
berdampak buruk bagl kesshatan seperti penyalahgunaan obal
dengan jarum suntik, seks bebas termasuk homoseksualitas,
biseksualitas, melakukan pelukaan kult, tato, dan upacara dengan
darah (melukai),

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “informasi menyesatkan® adalah informasi
yang tidak benar atas staius kesehatan dan perilaku hidup
pendonor darah yang sebenamya tefah didiagnosls berhubungan
dengan penyakit infeksi menular lewat transfusi darah, sehingga
darahnya membahayakan pasien.

Pasal 29

Ayat (1)

Pendataan melalul “sistam informasi dilakukan dalam rangka
pelestarian  pendonor menjadi  pendonor darah  teratur,
memudahkan ggilan kembali pandonor darah dan penilalan
untuk » penghargaan. Disamping itlu dalam pendataan
juga peru dibuat calatan dalam bentuk kartu pesera/kegiatan
donor, ‘catatan berkaltan rincian pribadi pendonor darah, catatan
medis pendonor darah dan catalan hasil penilaian berdasarkan
hasil pemernksaan kesehalan pada donasi sebelumnya. Melalui
sistem kartu dapat disusun pendonor darah berdasarkan tanggal
kapan yang bersangkutan harus kemball untuk mendonasikan diri
lagl, disusun menurutl abjad atau disusun berdasarkan golongan
darah. Melalui sistem informasi dapat diketahul data pendonor
darah secarm lengkap, melipull alamat, jenis golongan darah,
terutama donor darah langka (O Bombay, Rhesus Negative, Lewis
A dan B), dan jumlah pendonor darah di sualu tempat tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Catatan pendonor darah memusatl Informasi antara lain identitas,

pemyataan persetujuan, rwayat kesehatan, hasil pemeriksaan

kesahatan . . .
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kesehatan pendonor darah termasuk hasil tes laboratorium darah

pendonor dan keputusan tentang penundaan pendonoran darah

baik sementara atau selerusnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *kerahasiaan” adalah informasi terkail data

pendonor darah yang wajib dijaga kershasiaannya oleh tenaga

kesehatan dan tenaga lainnya yang mamberikan pelayanan,

Informas| data pendonor darah dapat dibuka dalam hal:

a. untuk kepentingan kesshatan pendonor darah,

b. memenuhl permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka
penegakan hukum atas perdntah pangadilan;

c. permintaan pendonor darah sendiri;

d. permintaan instituslfiembaga berdasarkan Ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan »

e. untuk kepentingan penslitian, pendidikan, dan audit medis
sapanjang tidak menyebutkan identtas pendonor darah.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup felas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bahan baku obal yang terdapat dalam
plasma darah pendonor” adalah protein plasma. Pembuatan produk

plasma sebagai obat harus sesuai dengan Fammakope, Cam
Pembuatan Obat Yang Balk (CPOB), dan cara pengemasan obat
yang sesual standar yang berlaku

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “tanda penghargaan” adalah berbentuk plagam
penghargaan, pin, badge, medali dan bentuk lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
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UTD lingkat nasional dan UTD tingkat provinsi dapat ditelapkan
dari UTD yang telah terbentuk berdasarkan perimbangan
kemampuan sarana, prasarana, peralatan, kelenagaan, dan
pelayanan darah,

Ayat (2)
Cukup jelas,

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "audit® adalah audit teknis pelayanan.
Ayal (2)
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayal (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Pandiian BORS di rumah sakil dimaksudkan untuk memenuhl
kebutuhan dan kelersediaan darah di rumah sakit. Ayat (2) Cukup
jelas.
Ayal (3)
Cukup Jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Jajaring . . .
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Jejaring pelayanan transfusi darah muru;:ah:qn wadah dan sarana
komunikasi akiif antar unsur-unsur terkalt yaitu UTD, rumah sakit,
dan dinas kesehatan dalam pelayanan transfusi darah sehingga
permasalahan yang dapat menyebabkan tidak lerwujudnya
pelayanan yang berkualitas dapat dihindari/ditanggulangi. Dalam
upayanya periu didukung oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
organisasl sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
kepalangmerahan, organisasi profesi, dan masyarakal Sehingga
dapat tersedia darsh yang aman, jumlah ctkup tepal wakiu,
mudah diakses, dan pemakaian rasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayal (4)
Cukup |elas.

Ayat (5)
Cukup jslas.

Ayat (6)
Cukup jelas,

Pasal 43
Ayal (1)
Yang dimaksud dengan ‘“pendidikan dan pelatihan® adalah
pendidikan dan pelatihan  berkelanjutan dalam rangka
‘maningkatkan kelerampilan. Yang dimaksud dengan “tenaga
pelaksana pelayanan transfusi darah” antara lain tenaga
kesehatan, tenaga administrasl, dan motivator danor,

Ayal (2)

Cubup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44
Avat (1)
Penelilian dan pengembangan yang dilakukan oleh UTD tingkat
kabupaten/kota yang kompeten terbalas pada operational research

yaitu penelilian dan pengembangan yang ditujukan hanya untuk

meningkatkan dan mengembangka
dengan kebutuhan umaammnk N pelayanan darah sesual
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Ayal (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas,
Hurul ¢
Cukup |elas,
Huruf d
Yang dimaksud dengan “spesimen darah” adalah bahan yang
berasal dan/atau diambil dafd tubuh manusia untuk tujuan
diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau
anallsis lainnya, an spesiman darah harus dilengkapi
dengan Parjanjian Material sesual dengan kstentuan
peraturan parundang-undangan,
Huruf &
Cukup jelas..
Ayat (2)
Culkup jalas.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jeias.

Pasal 47
Cukup jalas.

Fasal 48

Ayat (1)
Cukup |elas.

Ayal (2) ...
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Ayat (2) :
Cukup jetas.

i’ rkalt” antara lain

dengan "organisasi profesi 1e

;::'hﬂlmd;:mmntm; a;!{i’m;IE Transfusl Darah Indonesia (PHTDI)
dan Perhimpunan Dokter Transfusi Darah indonesia (PDTDI).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Fasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
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